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ABSTRAK
Kebijakan mendorong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ditekankan untuk menurunkan angka kematian 
ibu yang masih tinggi di Indonesia. Studi ditujukan untuk menganalisis variabel kependudukan, sosial-ekonomi dan 
input sumber daya yang berhubungan dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Desain studi menggunakan 
pendekatan studi ekologi (studi agregat) bersumber data Profi l Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Analisis bivariat dilakukan 
dengan menggunakan scatter plot dan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan disparitas persentase cakupan 
persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat lebar, Provinsi Maluku memiliki cakupan paling rendah (45,18%), 
sementara cakupan tertinggi dicapai Provinsi DKI Jakarta (100%). Hasil scatter plot dan uji bivariat menunjukkan bahwa 
semakin banyak jumlah penduduk pada suatu provinsi maka ada kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan 
kesehatan menjadi semakin tinggi. Semakin dalam dan parah kemiskinan pada suatu provinsi maka ada kecenderungan 
cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi semakin rendah. Semakin banyak dokter spesialis obgyn dan 
rumah sakit pada suatu provinsi maka ada kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 
semakin tinggi. Disimpulkan bahwa jumlah penduduk, rasio dokter spesialis obgyn dan rasio rumah sakit (RS) memiliki 
hubungan positif, sementara Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan memiliki kecenderungan hubungan negatif 
dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Disarankan pemerintah menyusun kebijakan khusus pada 
sasaran wilayah dengan jumlah penduduk sedikit, miskin dan memiliki dokter spesialis obgyn dan RS yang sedikit. 
Kata kunci: persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, kebijakan persalinan, pelayanan kesehatan
ABSTRACT
Policies to encourage childbirth in health care facilities were emphasized to reduce maternal mortality rates that are 
still high in Indonesia. The study was aimed at analyzing population, socio-economic, and resource input variables related 
to childbirth in health care facilities. This study used an ecological study approach (an aggregate study) sourced from the 
2018 Indonesia Health Profi le. Bivariate analysis was performed using scatter plots and Pearson correlation tests. The 
results showed a wide disparity in terms of childbirth in health care facilities coverage. Maluku was the province with the 
lowest coverage (45.18%), while the highest coverage was achieved by DKI Jakarta (100%). The results of scatter plots and 
bivariate tests showed that the more population in a province, the higher the coverage of delivery in health care facilities, 
the deeper and worse the poverty in a province, the lower the coverage of delivery in health care facilities. The more 
obstetrician and hospitals in a province, there was a tendency for coverage of births in health care facilities to be higher. 
In conclusion, population, the ratio of obstetricians, and the ratio of hospitals have a positive relationship with deliveries in 
healthcare facilities. In contrast, the Poverty Depth and Severity Index has a tendency to had a negative relationship with 
the coverage of deliveries in health care facilities. It was recommended that the government formulate specifi c policies to 
target regions with a small population, poor and have a small number of obstetricians and hospitals.
Keywords: childbirth in health service facilities, childbirth policy, health care
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PENDAHULUAN
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu 
indikator keberhasilan dalam program kesehatan 
ibu. AKI merupakan rekapitulasi kematian ibu 
pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang 
dikarenakan masalah kehamilan, persalinan, dan 
nifas atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran 
hidup. Kondisi kematian yang disebabkan bukan 
hal tersebut tidak termasuk dalam AKI (Nurrizka 
and Wahyono, 2018). AKI di Indonesia masih cukup 
tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
(SDKI) pada tahun 1991 melaporkan setidaknya 
ada 390 perempuan yang meninggal per 100.000 
kelahiran hidup. Pada tahun 2015, berdasarkan 
evaluasi capaian Millennium Development Goals 
(MDGs) di Indonesia, catatan AKI dan kematian 
bayi baru lahir mulai turun melandai pada kisaran 
angka 305/100.000 ribu kelahiran hidup. Target 
sesungguhnya pencapaian MDGs pada tahun 2015 
adalah menurunkan AKI hingga menjadi 110/100.000 
kelahiran hidup. Angka ini ditetapkan sekitar tiga 
perempat berdasar data tahun 1990. Komparasi 
dengan negara tetangga, Malaysia misalnya, dalam 
20 tahun belakangan mampu menekan AKI sampai 
45%. Kondisi yang sama juga berlaku pada tataran 
global. Berdasarkan laporan MDGs Asean pada 
tahun 2017, AKI di Indonesia masih melebihi AKI di 
antara negara ASEAN. Tercatat AKI Indonesia pada 
angka 197/100.000 kelahiran hidup. Catatan angka 
ini merupakan peringkat dua di bawah Laos (ASEAN 
Secretariat, 2017).
Diyakini upaya inovasi yang terkonfirmasi bisa 
menekan AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 
Komplikasi (P4K). P4K terbukti mampu membuat 
suami siaga, serta mampu menggerakkan keluarga 
dan masyarakat untuk terlibat membuat perencanaan 
persalinan yang aman. P4K terbukti membuat ibu 
hamil memiliki kesiapan dalam menemui risiko 
kejadian komplikasi, sampai pada rencana pasca 
bersalin untuk kebutuhan alat/obat kontrasepsi. P4K 
terbukti membuat ibu hamil aktif dalam membuat 
kontak dengan petugas kesehatan pada saat 
hamil, bersalin sampai nifas, termasuk termasuk 
pemeriksaan bayi yang baru lahir. P4K mengarahkan 
ibu agar mau melakukan inisiasi menyusu dini (IMD). 
Kemudian selama 6 bulan berikutnya, diteruskan 
dengan ASI eksklusif. Pemerintah mentargetkan 85% 
persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 
Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan 
kualitas fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas. 
Bukan hanya soal tersedia, tetapi juga terjangkau 
(Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI., 
2015). 
Kondisi saat ini, Puskesmas, sebagai fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar yang dipunyai pemerintah, 
sudah ada di setiap kecamatan. Hanya saja masih 
kurang merata. Masalah lain yang dihadapi adalah 
keterbatasan, terutama di Daerah Tertinggal Terpencil 
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Keterbatasan 
di DTPK merupakan konsekuensi dari topografis 
Indonesia yang kepulauan, sehingga diperlukan biaya 
yang tinggi untuk menyediakan sarana transportasi 
dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah 
sebagai pengelola negara berkewajiban menjamin 
pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat. Secara fisik, pemerataan pelayanan 
kesehatan dapat diartikan sebagai keterjangkauan 
pada aspek topografi, demografi dan geografis. 
Keterjangkauan secara fisik topografi adalah 
kedekatan jarak antara pemukiman penduduk dengan 
fasilitas pelayanan kesehatan. Keterjangkauan pada 
aspek demografi dimaksudkan bahwa Puskesmas 
bisa mengakomodasi dan melayani keperluan 
kesehatan seluruh penduduk dalam wilayah kerja 
(Senewe and Elsi, 2014)(Mubasyiroh, Nurhotimah 
and Laksono, 2016)(Soewondo et al., 2019).
AKI merupakan tolok ukur penting pencapaian 
pembangunan sebuah negara. Fokus pemerintah pada 
permasalahan kesehatan ibu dan perempuan yang 
dilakukan dengan penghargaan dan perlindungan 
hak asasi pada semua perempuan merupakan 
potensi kekuatan yang bisa mengakselerasi target 
dan prioritas pembangunan nasional. Kajian tentang 
masalah AKI dan kesehatan reproduski merupakan 
hal penting, terutama untuk mengembangkan potensi 
manusia dan pembangunan. Persalinan yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan terlatih adalah cara paling 
tepat untuk menekan kematian ibu di Indonesia 
(ASEAN Secretariat, 2017).
Tujuan dari penelit ian ini adalah untuk 
menganalisis variabel kependudukan, sosial-ekonomi 
dan input sumber daya yang berhubungan dengan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Variabel 
ekologi yang merupakan angka agregat ini penting, 
karena akan memberikan target sasaran yang jelas 
bagi pengambil kebijakan sebagai dasar perumusan 
kebijakan upaya peningkatan persalinan ke fasilitas 
pelayanan kesehatan. 
Analisis Ekologi Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Agung Dwi Laksono, Christyana Sandra)
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METODE
Penelitian ini didesain sebagai penelitian non-
eksperimental dengan pendekatan studi analisis 
ekologi (studi agregat) (Nurrizka and Wahyono, 2018), 
dengan menggunakan data laporan yang diambil dari 
“Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018”, yang dirilis 
oleh Kementerian Kesehatan RI (Indonesian Ministry 
of Health, 2019). Analisis ekologis adalah salah satu 
cara bagi para peneliti untuk melihat dampak dalam 
skala besar dari sebuah kebijakan atau intervensi 
khusus pada kesehatan populasi di suatu wilayah 
(Boskey, 2019). Data laporan tersedia pada laman 
http://www.depkes.go.id. Studi ini dilakukan dengan 
provinsi sebagai unit analisis. Total 34 provinsi di 
Indonesia dipakai dalam analisis penelitian ini. 
Variabel dependen sebagai fokus kajian 
adalah “Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan”. Ada tiga kelompok variabel independen 
yang diproyeksikan sebagai prediktor, yaitu 
kependudukan, indikator sosial-ekonomi, dan 
input sumber daya kesehatan. Kelompok variabel 
kependudukan terdiri dari jumlah penduduk dan 
densitas atau kepadatan penduduk (Jumlah jiwa per 
kilometer persegi). Kelompok variabel sosial-ekonomi 
terdiri dari Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks 
Keparahan Kemiskinan, dan Indeks GINI. Kelompok 
variabel input sumberdaya terdiri dari rasio bidan 
per 100 ribu penduduk, rasio dokter spesialis obgyn 
(obstetric gynecology) per 100 ribu penduduk, rasio 
Puskesmas per kecamatan, dan rasio rumah sakit 
per kab/kota. 
Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah indikator 
untuk mengukur rata-rata kesenjangan berdasarkan 
biaya yang dikeluarkan oleh setiap penduduk miskin 
dibandingkan dengan garis kemiskinan. Nilai indeks 
yang lebih tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran 
penduduk miskin yang menjauh dari garis 
kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah 
indikator yang menunjukkan sebaran pengeluaran 
di antara penduduk miskin. Semakin besar nilai 
indeks keparahan kemiskian maka semakin besar 
pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk 
miskin. Indeks Gini merupakan sebuah koefisien. 
Indeks Gini menggambarkan level ketimpangan 
atau pemerataan distribusi pendapatan. Batasan nilai 
koefisien 0 – 1. Nilai 0 merupakan indikasi distribusi 
pendapatan yang paling merata. Milai 1 merupakan 
indikasi bahwa distribusi pendapatan sepenuhnya 
timpang (Indonesian Ministry of Health, 2019).
Analisis akan dilakukan secara bivariat, dengan 
memasukkan variabel independen dan dependen 
ke dalam scatter plot.Analisis statistik dengan 
menggunakan uji korelasi dari Pearson(r) dilakukan 
untuk memastikan adanya hubungan diantara dua 
variabel.
Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Ekologi Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
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HASIL
Gambar 1 memperlihatkan distribusi persentase 
cakupan persalinan yang dilakukan di fasilitas 
pelayanan kesehatan. Rencana Strategis Nasional 
menargetkan persalinan yang dilakukan di fasilitas 
pelayanan kesehatan sebesar 82% pada tahun 2018 
(Indonesian Ministry of Health, 2019). Ada 17 provinsi, 
atau 50%, dari seluruh 34 provinsi di Indonesia yang 
telah mencapai cakupan di atas target.
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa 
kecenderungan persalinan yang dilakukan di fasilitas 
pelayanan kesehatan yang masih di bawah target 
(< 82%) ada di wilayah Timur (ditandai dengan warna 
merah dan kuning). Meski juga ada sebagian di 
Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera yang berwarna 
merah.
Tabel 1 menunjukkan disparitas persentase 
cakupan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan 
yang sangat lebar. Tercatat Provinsi Maluku memiliki 
cakupan paling rendah sebesar 45,18%. Sementara 
cakupan tertinggi dicapai Provinsi DKI Jakarta yang 
telah melaksanakan seluruh persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan (100%).
Gambar 1.  Distribusi Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Provinsi di Indonesia 
Tahun 2018. (Sumber: Kementerian Kesehatan RI., 2019)
Tabel 1.  Statistik Deskriptif Cakupan Persalinan ke Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Variabel yang berkaitan
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Jumlah Penduduk 34 716407 48683861 7794568,03 11103978,633
Densitas; Jiwa per KM2 34 9,41 15764,26 734,7144 2685,60505
Indeks Kedalaman Kemiskinan 34 0,50 6,50 1,8829 1,41470
Indeks Keparahan Kemiskinan 34 0,11 2,38 0,5071 0,49373
Indeks Gini 34 0,27 0,42 0,3550 0,03518
Rasio Bidan per 100 ribu Penduduk 34 36,24 213,05 108,0171 39,63932
Rasio Puskesmas pe Kecamatan 34 0,73 7,30 1,5456 1,05118
Rasio RS per KabKota 34 1,38 33,83 5,6491 6,17928
Rasio Dokter Spesialis Obgyn per 100 ribu Penduduk 34 0,14 9,44 2,9356 1,67267
Cakupan Persalinan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 45,18% 100,00% 79,2765% 14,97601%
Analisis Ekologi Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Agung Dwi Laksono, Christyana Sandra)
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Kependudukan
Gambar 2 menunjukkan sebaran plot cakupan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan 
variabel kependudukan. Pada variabel jumlah 
penduduk ter l ihat bahwa semakin banyak 
jumlah penduduk pada suatu provinsi maka ada 
kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan menjadi semakin tinggi. Kondisi 
ini juga berlaku pada variabel densitas atau kepadatan 
penduduk, meski kecenderungan peningkatannya 
tidak setinggi variabel jumlah penduduk.
Hasil uji korelasi Pearson antara variabel jumlah 
penduduk dengan cakupan persalinan menunjukkan 
hasil yang siginifikan secara statistik (p=0,021 < 0,05). 
Sedang hasil uji korelasi Pearson antara variabel 
densitas penduduk dengan cakupan persalinan 
menunjukkan hasil tidak signifikan secara statistik 
(p=0,078> 0,05).
Sosial-ekonomi
Gambar 3 menunjukkan sebaran plot cakupan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan 
variabel sosial-ekonomi. Pada variabel Indeks 
Kedalaman Kemiskinan terlihat bahwa semakin 
dalam kemiskinan pada suatu provinsi maka ada 
kecenderungan cakupan persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan menjadi semakin rendah. 
Kondisi ini juga berlaku pada variabel Indeks 
Keparahan Kemiskinan, semakin parah kemiskinan 
pada suatu provinsi maka ada kecenderungan 
cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 
menjadi semakin rendah. Pada indikator ke-tiga, 
Indeks Gini, kecenderungan menjadi berbeda. Tidak 
terlihat pola yang jelas dari sebaran plot gambar, 
kecenderungan yang ditampilkan memiliki pola yang 
acak.
Gambar 2.  Scatter Plot Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Variabel Kependudukan di Indonesia 
tahun 2018. (Sumber: Kementerian Kesehatan RI., 2019)
Gambar 3.  Scatter Plot Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Variabel Sosial-Ekonomi di Indonesia 
tahun 2018. (Sumber: Kementerian Kesehatan RI., 2019)
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Hasil uji korelasi pearson antara variabel Indeks 
Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 
Kemiskinan dengan cakupan persalinan menunjukkan 
hasil yang siginifikan secara statistik (p=0,000 < 
0,05). Sedang hasil uji korelasi Pearson antara 
variabel indeks GINI dengan cakupan persalinan 
menunjukkan hasil tidak signifikan secara statistik 
(p=0,925 > 0,05).
Input Sumber Daya
Gambar 4 menunjukkan sebaran plot cakupan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan 
variabel input sumber daya kesehatan. Pada 
variabel rasio bidan per 100 ribu penduduk terlihat 
pola hubungan yang acak, tidak ada kecenderungan 
antara rasio bidan yang rendah maupun tinggi. Pola 
yang sama juga terlihat pada sebaran plot rasio 
Puskesmas per kecamatan.
Kondisi berbeda ditunjukkan oleh variabel rasio 
dokter spesialis obgyn per 100 ribu penduduk dan 
variabel rasio rumah sakit per kabupaten, semakin 
banyak dokter spesialis obgyn dan/atau rumah 
sakit pada suatu provinsi maka ada kecenderungan 
cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 
menjadi semakin tinggi. 
Hasil uji korelasi Pearson antara variabel rasio 
bidan per kecamatan dengan cakupan persalinan 
menunjukkan hasil tidak siginifikan secara statistik 
Gambar 4.  Scatter Plot Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Variabel Input Sumber Daya di Indonesia 
tahun 2018. (Sumber: Kementerian Kesehatan RI., 2019)
Analisis Ekologi Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Agung Dwi Laksono, Christyana Sandra)
7
(p=0,713 > 0,05). Hasil uji korelasi Pearson antara 
variabel rasio Puskesmas per kecamatan dengan 
cakupan persalinan menunjukkan hasil tidak 
siginifikan secara statistik (p=0,054 > 0,05). Sedang 
hasil uji korelasi Pearson antara variabel rasio 
spesialis obgyn per 100 ribu penduduk dengan 
cakupan persalinan menunjukkan hasil yang 
siginifikan secara statistik (p=0,022 < 0,05). Demikian 
pula dengan hasil uji korelasi Pearson antara variabel 
rasio RS per kabupaten dengan cakupan persalinan 
yang menunjukkan hasil signifikan secara statistik 
(p=0,009 < 0,05).
PEMBAHASAN
Ketimpangan cakupan persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan berdasarkan provinsi di 
Indonesia yang cenderung lebih baik di wilayah 
Barat merupakan dampak pembangunan kesehatan 
yang kurang merata (Yudhistira and Sofiyandi, 2018; 
Laksono, Wulandari and Soedirham, 2019a; Laksono, 
Rukmini and Wulandari, 2020). Ketimpangan antara 
wilayah Timur dan Barat ini juga tergambar pada 
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 
2013 dan 2018 (Suparmi et al., 2018; National Institute 
of Health Research and Development of Ministry of 
Health of the Republic of Indonesia, 2019) 
Ketimpangan ini semakin diperdalam dengan 
kondisi geografis wilayah Timur Indonesia yang 
cenderung lebih ektrem, yang semakin memperberat 
akselerasi upaya pemerataan pembangunan di 
wilayah tersebut (Suharmiati, Laksono and Astuti, 
2013; Soewondo et al., 2019). Beberapa studi lain 
dengan tema yang sejenis juga mendapatkan hasil 
yang sejalan, bahwa kondisi geografis yang kurang 
menguntungkan akan membuat akses masyarakat 
ke fasilitas pelayanan kesehatan menjadi terbatas 
(Megatsari et al., 2018; Dejen, Soni and Semaw, 
2019; Sisay et al., 2019).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin 
banyak jumlah penduduk maka semakin tinggi 
cakupan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 
Secara ekologi dapat dijelaskan bahwa jumlah 
penduduk yang banyak menjadi faktor yang menarik 
bagi tenaga kesehatan untuk berpraktik di tempat 
tersebut (Mubasyiroh, Nurhotimah and Laksono, 
2016). Populasi yang banyak memberi kesempatan 
yang lebih bagus secara ekonomi bagi tenaga 
kesehatan, karena secara otomatis juga berarti 
peningkatan demand (permintaan) atas pelayanan 
kesehatan (Alameddine et al., 2016; Zhu, Hsieh and 
Mao, 2019). 
Semakin dalam kemiskinan dan semakin parah 
kemiskinan pada suatu provinsi maka cakupan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 
semakin rendah. Beberapa penelitian menemukan 
bahwa kemiskinan mempengaruhi aksesibilitas 
masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. 
Didapatkan kesimpulan bahwa semakin bagus 
status sosioekonomi  seseorang maka semakin 
memiliki kemungkinan untuk melakukan akses ke 
fasilitas pelayanan kesehatan (Makar et al., 2019; 
Pérez-Ardanaz et al., 2019; Yaya, Bishwajit and 
Gunawardena, 2019).
Variabel input sumberdaya kesehatan, terutama 
pelayanan dasar (rasio bidan per 100 ribu penduduk 
dan rasio Puskesmas per kecamatan), menunjukkan 
pola yang acak. Hal ini kemungkinan karena 
ketersediaan dan distribusinya sudah menjangkau 
secara merata di setiap provinsi (Misnaniarti et al., 
2017; Wulandari and Laksono, 2019a). Kemungkinan 
lain adalah merupakan dampak dari kebijakan 
pembiayaan kesehatan di beberapa kabupaten/kota 
dan provinsi yang menggratiskan biaya pelayanan 
pada fasilitas kesehatan pelayanan dasar (Putro, 
Roosihermiatie and Samad, 2017; Rukmini, Ristrini 
and Tumaji, 2017).
Variabel input sumber daya pada pelayanan 
rujukan (rasio dokter spesialis obgyn per 100 ribu 
penduduk dan rasio rumah sakit per kabupaten/kota) 
menunjukkan kecenderungan hubungan yang positif 
dengan persentase cakupan persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan. Kondisi ini dimungkinkan 
karena masih jarang atau tidak meratanya kehadiran 
dokter spesialis obgyn di setiap provinsi (Indonesian 
Ministry of Health, 2019).
Jaminan Kesehatan Nasional yang secara 
manajemen di bawah kendali Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Bidang 
Kesehatan) masih dirasakan kurang berperan 
(Agustina et al., 2019), karena hanya mampu 
mengurangi beban pada biaya pelayanan rujukan 
saja. Sementara masyarakat masih harus 
menanggung biaya akses fisik dan biaya non 
kesehatan lain, untuk melakukan akses ke pelayanan 
rujukan (Laksono, Nantabah and Wulandari, 2018). 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biaya 
transportasi merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat ke 
fasilitas pelayanan kesehatan (Laksono, Wulandari 
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and Soedirham, 2019b; Varela et al., 2019; Wulandari 
and Laksono, 2019b).
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena 
merupakan tinjauan analisis ekologi yang 
menggunakan data agregat di Indonesia secara 
superfisial. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mendalami kasus pada setiap provinsi untuk menggali 
lebih dalam tentang penyebab ketimpangan cakupan 
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk, rasio 
dokter spesialis obgyn per 100 ribu penduduk dan 
rasio rumah sakit per kabupaten/kota memiliki 
hubungan yang positif dengan cakupan persalinan 
di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara Indeks 
Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 
Kemiskinan memiliki kecenderungan hubungan 
yang negatif dengan cakupan persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan. Sedang densitas penduduk, 
Indeks Gini, rasio bidan per 100 ribu penduduk dan 
rasio Puskesmas per kecamatan tidak memiliki 
hubungan atau memiliki pola hubungan yang acak 
dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan 
kesehatan.
Saran
Berdasarkan kesimpulan maka dapat disarankan 
untuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
Kesehatan, untuk lebih menekankan pada 
sasaran wilayah sesuai dengan hasil penelitian ini. 
Kementerian Kesehatan perlu memberi perhatian 
khusus untuk akselerasi pada provinsi dengan 
kategori jumlah penduduk sedikit, miskin, dan 
memiliki spesialis obgyn serta RS yang sedikit.
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Peneliti mengucapkan terima kasih kepada 
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian 
Kesehatan yang telah menyediakan Profil Kesehatan 
Indonesia tahun 2018. Sehingga analisis dalam 
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